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c. bahwa pelaksanaan kegiatan lanjutan berpedoman 
pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah yang telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua 
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah; 

b. bahwa dalam hal suatu pekerjaan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a, tidak dapat terselesaikan 
sampai akhir tahun anggaran yang disebabkan oleh 
keterlambatan penyelesaian pekerjaan 
diakibatkan bukan karena kelalaian, namun 
karena akibat dari Keadaan memaksa if orce 
majeure/ overmacht) a tau keadaan kahar, sehingga 
pekerjaan ini menjadi pekerjaan lanjutan di tahun 
anggaran berikutnya. maka harus dianggarkan 
kembali dalam bentuk kegiatan lanjutan; 

bahwa pekerjaan merupakan pelaksanaan kegiatan 
yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah berupa pengadaan barang dan jasa 
yang telah ada ikatan perjanjian kontrak antara 
Pejabat Pembuat Komitmen dengan 
Penyedia/Rekanan pada tahun anggaran berkenaan; 

a. 

BUPATI BEKASI, 
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5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 
tentang Pcngelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 

4. :undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
f~emerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 . Tahun 2014 ten tang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

'; ' Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan · Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara 
Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang 
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan 
Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang­ 
Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2851); 

1. 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, 
maka perlu adanya ketentuan yang mengatur lebih 
lanjut tentang tata cara penganggaran dan 
pelaksanaan kegiatan lanjutan yang ditetapkan 
dengan Peraturan Bupati. 

Mengingat 
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12. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor l Tahun 
2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
-Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2015 
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2007 tentang 
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2015 
Nomor 7);'" 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 
2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi 
Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah 
Daerah; 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah sebagaimana telah beberapa kali cliubah 
terakhir dengan Peraturan Men teri Dalam N egeri 
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua 
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 310); 

9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 
Pengadaan Barang/ J asa Pemerin tah se bagaimana 
telah beberapakali diubah, terakhir dengan 
Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 
54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Bara.ng/Ja.sa 
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5655); 

8. Peraturan · Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 
ten tang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5533); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nornor 123, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5165); 

6. Peraturan- Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 
ten tang Pengelolaan Uang Negara/Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4738); 

l' \ • 
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6. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan 
anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi PD yang 
dipimpinnya. 

5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah perangkat 
daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi. 

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Dae rah Ka bu paten Bekasi. 

3. Bupati adalah Bupati Bekasi. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur 
penyelenggara pemerintah daerah. 

1. Daerah adalah Kabupaten Bekasi. 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 

Pasal 1 

KETENTUAN UMUM 

BAB I 

TENTANG TATA CARA 
PELAKSANAAN KEGIATAN 

PERATURAN BUPATI 
PENGANGGARAN DAN 
LANJUTAN. 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN: 

15. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 57 Tahun 2015 
ten tang Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/ J asa di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi (Berita 
Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2015 Nomor 5~). 

14. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 36 Tahun 2014 
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bekasi 
-Nornor 63 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur 
·r\engelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah 
Kabupaten Bekasi Tahun 2014 Nomor 36); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran 
Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 6); 

l ' 
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18. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya disebut 
DPAL adalah dokumen yang memuat sisa belanja tahun sebelumnya 
sebagai dasar pelaksanaan anggaran tahun berikutnya atas beban 
belanja langsung. 

15. Tahun Anggaran berikutnya adalah masa 1 (satu) Tahun Anggaran 
setelah Tahun Anggaran berkenaan berakhir. 

16. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA 
adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran 
selama sa tu periode anggaran. 

17. Rencana Kerja dan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya disingkat 
RKAL adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi 
rencana belanja program dan kegiatan lanjutan PD sebagai dasar 
penyusunan APBD. 

14. Tahun Anggaran adalah masa berlakunya anggaran yang dihitung 
mulai tanggal 1 .Januari sampai dengan tanggal 31 Desernber. 

13. Kegiatan lanjutan adalah kegiatan untuk menyelesaikan sisa pekerjaan 
yang tidak dapat terselesaikan di tahun anggaran sebelumnya. 

12. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau 
lebih unit kerja 'F\ada PD sebagai bagian dari pencapaiari sasaran 
terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan 
pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya 
manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau 
kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut 
sebagai masukan (input) urituk menghasilkan keluaran (output) dalam 
bentuk barang/ jasa. 

11. Program adalah penjabaran kebijakan PD dalam bentuk upaya yang 
berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan surnber daya yang 
disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi PD. 

10. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut TAPD 
adalah tim yang dibentuk oleh Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris 
Daerah dengan tugas dan tanggung jawab menyiapkan serta 
melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD 
Kabupaten Bekasi. 

9. APBD Ka bu paten Bekasi adalah Anggaran Pendapatan · dan Belanja 
Daerah Kabupaten Bekasi yang merupakan dasar pengelolaan 
keuangan daerah dalam masa satu tahun anggaran. 

8. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah 
pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan 
Barang/ J asa. 

7. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk 
melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam 
melaksanakan se bagian tugas dan fungsi PD. 

' \ f i 
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(2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ,ayat (1), 
terhadap kegiatan-kegiatan yang bersumber dari dana transfer adalah 
apabila kegiatan tersebut dananya telah diterima di rekening kas 
umum daerah atau sudah dijamin pembiayaannya pada tahun 
anggaran berikutnya. 

(1) Kegiatan lanjutan yang diatur dalam peraturan ini adalah kegiatan 
dalam APBD yang pembiayaannya tidak berasal dari dana transfer 
Pemerintah atau Pemerintah Daerah lainnya dimana mekanisme 
penarikan dananya telah diatur berdasarkan kemajuan fisik pekerjaan. 

Pasal 2 

KEGIATAN LANJUTAN 

BAB II 

25. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah 
dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang 
diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan SPM. 

24. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut SPM adalah 
dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa 
pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran 
anggaran PD. 

23. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disebut SPP adalah 
dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas 
pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan 
permintaan pembayaran. 

22. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disebut SPD adalah dokumen 
yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan 
sebagai dasar penerbitan SPP. 

21. Keadaan memaksa iforce majeure/ overmacht) atau keadaan kahar, yang 
selanjutnya disebut keadaan kahar adalah suatu keadaan yang terjadi 
diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan se belumnya, 
sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak 
dapat dipenuhi. 

20. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atau ikatan perjanjian yang 
selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK 
dengan Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana Swakelola. 

19. Belanja langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara 
langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. 
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a. keadaan kahar yang terjadi benar adanya dan menghambat 
penyelesaian pekerj aan. 
penyedia barang/jasa akan mampu menyelesaikan sisa pekerjaan 
di tahun angkaran berikutnya setelah diberikan tengga.t waktu 
yang ditetapkan. 

b. 

(2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan 
bahwa: 

(1) Terhadap pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan sampai dengan akhir 
tahun anggaran yang disebabkan oleh keadaan kahar, PPK dapat 
memberi pertimbangan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna 
Anggaran untuk penyelesaian sisa perkerjaan pada tahun anggaran 
berikutnya dalam bentuk kegiatan lanjutan. 

Pasal 5 

(2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan secara 
tertulis disertai dengan salinan pernyataan keadaan kahar 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3). 

( 1) Penyedia barang/ jasa wajib memberitahukan kepada PPK atas 
keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang disebabkan oleh keadaan 
kahar se belum berakhirnya masa kon trak. 

Pasal 4 

(3) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diberikan 
oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undanga.n. 

a. pekerjaan yang telah ada ikatan perjanjian kontrak pada tahun 
anggaran berkenaan; dan 

b. keterlambatan penyelesaian pekerjaan diakibatkan bukan karena 
kelalaian pengguna anggaran/barang atau rekanan, narnun 
karena akibat dari keadaan kahar. 

(2) Kegiatan lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 
memenuhi kriteria: 

(1) Kegiatan yang dibiayai dari APBD dalam bentuk program dan kegiatan 
di PD yang pekerjaannya tidak dapat terselesaikan hingga akhir tahun 
anggaran berkenaan dapat diusulkan penyelesaian dan pembayarannya 
pada tahun anggaran berikutnya dalam bentuk kegiatan lanjutan. 

Pasal3 

KRITERIA KEGIATAN LANJUTAN 

BAB III 
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b. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bekasi; 

a. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten 
Bekasi; 

(2) Usulan kegiatan lanjutan disampaikan Kepala PD secara tertulis 
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan 
disampaikan kepada: 

a. salinan surat keterangan mengenai terjadinya peristiwa keadaan 
kahar dari pihak/ instansi yang berwenang; 

b. salinan surat pemberhentian sementara pekerjaan; 
c. sisa pagu anggaran yang tidak direalisasikan dari kegiatan 

lanjutan yang diusulkan. 

(1) Kepala PD selaku Pengguna Anggaran menyampaikan usulan kegiatan 
lanjutan paling lambat pertengahan bulan Desember tahun berjalan, 
dilengkapi dengan: 

BAB IV 
PENGANGGARAN KEGIATAN LANJUTAN 

Pasal8 

(2) Penyedia barang /jasa berhak atas pembayaran sesuai kemaj'uan fisik 
pekerjaan yang telah dilaksanakan dengan mengacu kepada ketentuan 
yang diatur dalam kontrak. 

(1) Terhadap keputusan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, PPK 
mengeluarkan surat pemberhentian sementara pekerjaan sampai batas 
waktu yang telah disepakati. 

Pasal 7 

(2) Pengguna Anggaran/ Kua.sa Pengguna Anggaran bertanggungjawab atas 
keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

a. menyetujui dan mengusulkan penyelesaian sisa pekerjaan ke tahun 
anggaran berikutnya dalam bentuk kegiatan lanjutan; atau 

b. tida.k melanjutkan penyelesaian sisa pekerjaan ke tahun anggaran 
berikutnya. 

(1) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran memutuskan untuk: 

Pasal6 
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a. Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APED; atau 
b. Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD. 

(3) Apabila penetapan APBD sudah dilakukan, maka RKAL sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dituangkan kedalam: 

(2) Pendanaan kegiatan lanjutan dalam RKAL menggunakan SiLPA tahun 
sebelumnya. 

(1) RKAL yang telah diasistensi TAPD, digunakan sebagai bahan 
penyusunan APBD tahun anggaran berikutnya. 

Pasal 10 

b. 
c. 

sisa DPA yan~\ belum diterbitkan SPD dan/ atau belum diterbitkan 
SP2D atas kegiatan yang bersangkutan; 
sisa SPD yang belum diterbitkan SPP, SPM atau SP2D; dan 
SP2D yang belum diuangkan. 

a. 

(2) Usulan kegiatan lanjutan yang telah mendapat persetujuan TAPD, 
selanjutnya dilakukan asistensi terhadap RKAL, termasuk didalamnya 
melakukan pengujian terhadap: 

a. kemampuan keuangan daerah; 
b. kemanfaatan penyelesaian sisa pekerjaan di tahun anggaran 

berikutnya untuk kepentingan umum. 

(1) TAPD melakukan pembahasan atas usulan kegiatan lanjutan yang 
diusulkan PD, dengan berpedoman pada: 

Pasal9 

a. program dan kegiatan yang sama seperti tahun sebelumnya; 
b. rincian anggaran tahun sebelumnya, realisasi anggaran, dan sisa 

anggaran. 

(4) RKAL antara lain memuat: 

(3) Usulan kegiatan lanjutan selanjutnya diformulasikan dalam format 
RKAL. 

c. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah 
Kabupaten Bekasi. 

. ,' 
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, 

Apabila penyelesaian sisa pekerjaan yang telah tertuang dalam DPAL tidak 
terselesaikan kembali \ampai akhir tahun anggaran, maka tidak dapat 
diusulkan kembali untuk yang kedua kalinya dan penyedia barang 
dinyatakan lalai memenuhi kewajibannya. 

Pasal 14 

Biaya umum kegiatan yang digunakan .dalam rangka penyelesaian sisa 
pekerjaan dimungkinkan untuk direalisasikan sepanjang telah dianggarkan 
pada tahun anggaran sebelumnya dan belum direalisasikan. 

Pasal 13 

(3) Addendum kontrak perkerjaan lanjutan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2), berpedoman pada sisa pagu anggaran yang tertuang dalam 
DPAL. 

(2) PPK PD menyusun kontrak pekerjaan lanjutan dengan mengacu kepada 
kontrak pekerjaan tahun sebelumnya dalam bentuk addendum 
kontrak. 

(1) Penyelesaian sisa pekerjaan yang tertuang dalam DPAL dilaksanakan 
langsung oleh penyedia barang/jasa yang telah ditetapkan pada tahun 
sebelumnya tanpa melakukan proses pengadaan barang/jasa kembali. 

·Pasal 12 

( 1) Pelaksanaan kegiatan lanjutan dapat dilaksanakan setelah RKAL 
disahkan menjadi DPAL. 

(2) DPAL yang telah disahkan digunakan sebagai dasar pelaksanaan 
anggaran dan dalam rangka penyelesaian sisa pekerjaan dan 
pembayaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 11 

PELAKSANAJ\.N KEGIATAN LANJUTAN 

BABV 

. ' . ,.. 
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BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2017 NOMOR 36 

BUPATEN BEKASI, ~ ~ SEKRETARIS DAE 

Diundangkan di Bekasi 
pada tanggal 29 Agustus 201 7 

Hj. NENENG HASANAH YASIN 

t.t.d 

BUPATI BEKASI 

Ditetapkan di Cikarang Pusat 
pada tanggal 29 Agustus 201 7 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi. 

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Pasal 15 

KETENTUAN PENUTUP 

BAB VI 

• t . ,. 


